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MOTTO

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa

vang telah diusahakannya.
(OS : 53,39)*

* Al-Qur'an, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia
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RINGEKASAN

Sealan dengan perkembangan jaman serta peradaban manusia membawa
konsekvensi tersendin terhadap kebutuban tanah, dimana perscdisan yang serba
terbatas jika dibandingkan dengan permintaan penyedisan lahan pada akhimya
menyebabkan sering munculnya masalah di bidang pertanahan baik berupa sengketa
perbatasan, ketidakjelasan kepemilikan, maupun penverobotan-penyvercbotan hak atas
tanah lainmya

Kesadaran mengenar arti pentingnya tanah, selanjutnya menimbulkan suatu
pengertian yang mendasar bahwa sudah selayvaknya apabila tercipta kejelasan tentang
arti hak beserta obyek hak atau dengan kata lain perlu adanya suatu jaminan kepastian
hukum

Dengan dasar pemikiran im maka pemenntah perlu untuk melaksanakan
kegiatan pendaflaran tanah sebagaimana diatur i dalam pasal 19 UUPA dan
pembuatan sertipikat bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini adalah untuk melindung
dan memberi kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah

Hal ini kaitannya adalah untuk mecegah terjadinya peralihan hak atas tanah
oleh orung lain tanpa sepegetahuan pemegang hak vang sebenamyva. Fita ketahu
bahwa Indonesia menganul sistem pendafiaran negatif yang menganut asas memo
plus yuns datam peralihan hak atas tanah Seperti kita ketahui bahwa penulisan nami
yung tercantum dalam sertipikat  di negara kita ini kumang jelas . karena dalam
sertipikat tersebut tidak ditulis apakah nama vang tercanium dalam sertipikat adalah
nama pemilik secara individu atau kepemilikan secara bersama dengan orang lain
entah itu 15tr atau suami.

Karena hal tersebut sangat berkartan dengan pemindahan hak atas tanah
apabila dialihkan oleh salah satu omng yang tercantum namanya dalam sertipikat
tersebut. untuk itulah perlu adanya pengaturan yang lebih jelas karens BPN belum
mengatur kewajiban mencantumkan nama hak -harta bersama dalam sertipikat hak
atas tangh,

X1
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Namun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah berusaha unuk
memberikan  pengertian kepada para PPAT dengan cara memben edaran  kepada
para PPAT di walayah Kabupaten Jember. Edaran ini tentang kewajiban PPAT untuk
mencantumkan status kepenlikan harta dalam kompans: akta vang dibuatnya

X1
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L1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara vang bersifat agrans, vang sebaguan
besar penduduknya memanfastkan atau megolah tanah untuk penanian sebagai
mata pencahanannya. Hagit bangsa Indonesin sendin  tanah  merupakan
kebangpaan yang merupakan karunin Tuhan Yang Maha Fsa yang harus
dimanfaatkan untuk keperfuan hidup manusia Oleh karena u tanah harus
dikelola secarn cermat pada masa sekarang maupun masa yang akan datang,

Landusan kebijakan (politik) pertanahan Indonesin adalah pasal 33 avat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang
Pernturan Dasar Pokok-Pokok Agrana stau yang lebih dikenal dengan Undang-
Undang Pokok Agranz (UUPA), ketentuan tersebul mengamanatkan bahwa
negara sebagal organisasi kekuasaan dan selurub rakyat Indonesia pada tingkatan
tertinggi diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahtersan bangsa
Indonesie. Hal i dimaksudkan agar tanah dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besamya bag kemakmuran rakyat

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan mnah maka periu
adanva suatu peralihan hak atas tanah karena dengan terbatasnva tanah dan
meningkatnya jumiah penduduk Indonesia Padchal dalam sistem pendafiaran
tanah dikenal ada 3 {tign) ststem yamtu: sistem Torrens, sistem Positif, dan sistem
MNegatif. Negara Indonesia menganut sistem Negatif vang menyatakan bahwa
segale apa yang tercantum dalam sertipikat tansh diangpap benar sampai depat
dibuktikan suatu keadaan vang sebaliknya di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan pasal 4 angka | Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah dizebutkan babwa umuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum schagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf a,
kepada pemegang hak vang bersanghkutan dibenkan sertipikat hak atas tanah, hal
i dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedindungan hokum
kepada pemepang hak atas tanah. Terutama apabila terjadi peraliban hak atas

1
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tanah dan pemilik schenarmya ke orang lain dengan atsupun tanpa bantuan orang
ketiga, karena dengan keberadaan sertipikat im skan diketahui siapa pemilik tanzh
yang sebenamya.

Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu
kepemilikan hak atas tanah dapat menimbulk=s konflik Adanys konflik vang
senng timbul adalah adanya suatu perslihan hak atas tanah dari pemegang hak
atas tanah yang sehenarmnya kepada orang lan tanpa sepengetahuan pemegang hak
atas tanah yang sebenamya. Sehingga perlu adanya pengaturan hukum pertanahan
vang memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewnjiban pemilik hak
atas tangh

Dalam kenyataannya terlihat bahwa dalam pelaksanaan peralibian hak
atas tanah dr Kantor Pertanahan Jember. sering terjadi permasalahan yang
disebabkan karena temyata hak atas tanah yang dialihkan bukan hak atas tanah
sendin melaimkan hak atas tanah orang lain, dan ini lanpa sepengetahuan pemilik
hak atas tanah yang sebenarnya. Sebagian besar hal ini terjadi karena tanah-tanak
yang dialihkan belum bersertipikat walaupun ada scbagian kecil vang sudah
bersertipikat.

Sedungkan untuk tanah yang bersertipikat sendiri terkadang tidak ditulis
status tanah yang dimiliki ats nama ssseorang vang tercantum di dalamnya Oleh
karena itw, bagt mereka yang sudah menikah sulit untuk mengetahui apakah tanah
tersebut harta bersama atau bukan, Untuk itolah maka pemerintah dalam hal ini
Rantor Pertanahan berusaha untuk memberikan himbauan kepada para notaris
agar dalam pembuntan akm pada kompansinva ditulis harts asal atay harta
bersama.

Fenomena yang terjadi di atas merupakan salah satu masalah pertanahan
yang perlu ditangani secara konscptual, terpadu, konsisten dengan mendasarkan
pada politik pertanahan yang telah digariskan serta sesuai dengan peraturan-
peraturan pertanahan yang ada Dalam hal ini peranan pemerintah kKhususnya
Badan Pertanahan Nasional sangatlah penting dalam proses pendaftaran tanah
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah
vang sebenarnya.
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Berdasarkan uraan di wias maka penulis berkeinginan menulis dalam
skripsi dengan judul “PELAKSANAAN ASAS MEMO PLUS YURIS DALAM
PERALTHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KEABUPATEN JEMBER"™

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi i agar tidak kabur dan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnys, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan
pada bidang hukum pertanahan, yakni mengenai pelaksanaan asas memo plas
yuns dalam peraliban hak atas fanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

1.3 Permasaiahan
Berdasarkan urmian latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasaiahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai benkut:
I. upava apa yang dilakukan pemcnintah untuk mclaksanakan asas memo plusg
vuris dalam peraliban hak atas tanah?
2. apa alkibat hukum karera tidak terpenuhi asas memo plus yuris dalam
peralihan hak atas tanah?
3. apa yang menjadi faktor pendorong dan penshambat dalam peralihan hak atas

tanah vang menganut asas memo plus yuris?

L4 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan sknpsi in, penulis mempunyai tujusn yang dibedakan

menjadi tujuan umum dan wjean khusuos

.41 Tujuan Umum
Tupuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifal akademis,

yautu;
1. untuk memenuhi salah satu syarat akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan
{51) pada Fakultas Hukum Umversitas Jember:
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L. sehagm suatu sumbangsn pemikiran bagi iimu pengetaluan, khusasnva pada
bidang hukum agrana yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis
dan membandingkan dengan prakiek,

3. untuk mengembangkan pemikiran dan perpetahuan vang berguna bagi

kalangan umum, khususnya mahasiswa hukom dan almenaster tercint

Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus
Sesual dengan judul skripsi im yaitu “Pelaksanaan Asas Memo plus

Yuns dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Perfanahan Kabupaten Jember™

Maka tujuan khusus dan penulisan skripsi ini adalah:

. penulis ingin mengetahu upaya pemenintah dalam melaksanakan asas memo
plus yuris dalam peralihan hak atas tanah;

2. untuk mengetahu akibet hukum tidak terpenubinya asas memo plus yuris
dalam peralihan hak atas tanah:

3. untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan asas memo
plus yuns dalam peralihan hak atas tanah.

1.5 Metodologi

Sebagaimana lazimnva cin-cin umum vang dimiliki bagi penulisan
karya ilmish dimann  harus  mengandung  kebemaran  vang  dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, schingea karya ilmish tersebut dapat
mendekati  kebenaran  yang  sesungpuhnya,  Sockanto(1986:6) menyatakan
kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengen mengajukan data-data vang
sebenamya sehingga tulisan i mampu menunjukkan sifat ilmiahnva. Oleh karena
i, dnlam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sehagni
benkut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah
Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan
wmﬁmmmﬂhmgmmmmmm



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

secar yundis normatt, yaitu denpan mengkaji peraturan perundang-undangan,
teori-tcon hukum dan yurisprudensi vang berhubungan dengan permasalahan
vang dibahas( Socmitro, 1990:9),

Guna mendukung data yang ada penulis juga menggpunakan metode
pendekatan empinik, vaitu suatu pendekatan masalah yang meliha! hagmmana
bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesatkan suaty masalah.

1.52 Sumber Data
Sumber data merupakan sarana dan suatu penelitian yvang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada Di dulam penyusunan skripst i, sumber
data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder
Marzuki (Tanpa 1ahun07) menyatakan data-data pnimer dalam
penelitian hukum terdin dani:
1. Perundang-undangan seperti’
&) Undang-undanpg Dasar 1945;
b} Undang-undang;
¢) Peraturan daerah;
d) Peraturan pemerintah;
€] Keputusan Menten;
1} Keputusan Kepala Daerah,
4, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undan san:
5. Putusan-putusan hokim,
Sedangkan untuk data-data sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi;
1) buku-buku teks;
2) kamus-kamus hukum;
31 jumal-jurnal hukum;
4) komentar-komentar atas putusan pengadilan
Data-data di atas scbagian besar diperoleh penulis dari  Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember yang sangat berkaitan dengan penulisan skripsi ini,
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Berkatun dengan hal terscbut, guns mendukung datn sekunder maks dalami
penulisan skripsi ini penulis juga memperoleh data melalui konsultasi dan
wawancara secara langsung dengan Bpk Tjahjo Arivanto selaku Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan Bpk. Budi Hoetomo selaku Kasubsi Peraliban
Hak atas Tanah Pembebanan Hak dan PPAT
1.53 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal vang erst kaitannya dengun sumber
data, karena melalui pengumpulan data ini akan hperoleh data vang diperfukan
untuk selanjutnya dinnalisa sesuni dengan vang diharapkan. Dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur,
yaitu suaty pengumpolan data dengan mempelayjan dan menelaah buku maupun
perundang-undangan yang berkaitan dengan peraliban hak atas tanah, sera
melalui wawancars dengan para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yaitu
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.54  Analisis Data

Sockanto (1986:7) menyatakan metode analisa data yang pada dasarmya
adalah untuk menganalisa data yang merupakan hasil akhir dari data-data vang
diperoleb dengan menggunakan metode kualitatif Metode ini artinva data
dikumpulkan kemudan dituangkan dalam bentuk uraian logis don sistemaltis,
selanjutnya  dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian  masalah,
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, vaitu dari hal vang bersifal umum
menuju ke hal vang bersifat khusus.
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EAER I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bu Bal:;
Warga Desa Suco Kecamatan Mumbulsan Knbupaten Jember adalah seorang
janda yang ditinggal mati suaminya. Beliau mempunyai 2 orang anak yaitu anak
laki-laki bernama Abdul Rahman berusia 30 tahun bekerja di Malaysia sebagai
TKI dan anak perempuan bernama An Sum berusia 49 tahun tinggal serumah
dengan Bu Bakn berikut suami dan anaknva Moch Hafid berusia 22 tahun

Bu bakn mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 3040 M2, Tanah
i belum bersertipikat Hak Milik tetapi masih berupas Hak Milik Tanah Yasan
dengan Petok C 1038 No. 119 Kelas 44 SPPT No. 1313, dengan batas-hatas

sébaga berikut:

- Utara : Tanah Pak Arhiya;

- Timur . Tamah Abdul Rahmaun:
- Selatan : Jalan;

- Barat : Tanah Pak Asmadir.

Dulam hal ini Bu Bakr menghibahkan tanahnyva tersebut yang luasnya 3040 M2
kepada cucunya Moch Hafid putra Bu An Sum seluas 1488 M2 tanpa
sepengetahuan anak keduanya Abdul Rahman yang bekerja di luar negeri

Pada han Kamis, 4 Mei 2001 tanah seluas 1488 M2 dibuatkan Akt
Hibah bermomor [72/Vi436.5422001 oleh PPAT Doctomandus Dwi Setyo
Nusantara. Selanjutnya denpan Akta PPAT ini Moch. Hafid selaku penerima
hibah bermaksud mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, untuk mendapatkan sertiprkat

Kantor Pertanshan Kabupaten Jember menerima berkas permohonan
pendafiaran peralihan hak atas tanah dani Moch, Hafid Kemudian dilakukan
penilaian oleh Kantor Pertanahan mengenai riwayat perolehan tanah tersebut. Hal

ini untuk mengetahui apakah perolehannya sah atau tidak.
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Temyara dan hasil pemilaran vang dilakukan oleh Kantor Pentanahan
diketahw kalau dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan tdak
lengkap. Yaitu udak adanya Surat Persetujuan ataupun Surat Kuasa dari Abdul
Rahman sebaga salah satu ahh wans dan almarhum Bpk Bakn kepada Bu Bakri
untuk menghibahkan sebagian tanahnva kepada Moch. Hafid PPAT sendin tidak
mencantumkan status perolehan tanah tersebut sebelumnya dalam komparisi,
Sehinggn Kepala Kantor Pertanahan menolak permohonan peralihan hak atas
tanah tersebut dan mengembalikan berkas permohonennya untuk dilenpkapi oleh
pemohon apabila tetap ingin dilakukan pendaftaran.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukom sebagai landasan yuridis dalam penuolisan skripsi yang
begudul: “PELAKSANAAN ASAS MEMO PLUS YURIS DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
RABUPATEN JEMBER “, adalah sebagza berikut:
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3),
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnyva dikeasai oleh
negary dan dipergunakan untuk sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pckok
Agrana:
- Pendafinran Tanah: Pasal 19
- Hak atas Tanah | Pasal 16 sampai Pasal 4]
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- Pendaftaran Tanah : Pasal | sampai Pasal 39
- Pemehiharaan Data Pendaftaran Tanah: Pasal 94 sampai Pasal 106 dan
Pasal 111 _
4. [’emium:: Menteri Megara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Momor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
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5. Peraturan Menten  Negara Agrana /Kepala Badan Pertanahan Masional
MNomor 9 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan
Hak Pengeloasn.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah
Menurat pasal | Paraturan Pemerintsh No. 24 tahun [997 vang

dimaksud Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan vang dilakukan oleh
pemennfah  secarn terus-mencrus  berkesinambungan dan  teratur, maliputi
pengumpulan, pengolaban, pembukuan dan penyapan serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridie, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surnt
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaflaran tanah mebputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali (“imitial registration”™) dan pemeliharaan data pendaftaran
tanah (“mainfenance™). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kepiatan
pendafiaran yang dilakukan terhadap obvek pendafiaran tanah yvang belum
didaftarkan

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanab
secara sistematik dan pendafiaran taneh secars sporndik. Pendaftaran tanah secara
sistematik adalah kagiatan pendafiaran tanah ontuk periama kali vang dilakukan
secarn serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di
dafiar dalam wilayah atau bagiun wilayah sustu despkelurahan, Sedangkan
pendafiarnn tamah secarn sporadik adalah kegiatan pendaflaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obvek pendaftaran tanah datam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Harsono (1999:461) menvatakan pemeliharaan data pendaftaran tanah
&dﬂahhgimpendaﬂnmm:hmntmumiknnmﬂﬂikdmdamymﬁs
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan
perubahan-perubaban yang tenadi kemudian,
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a. Syarat-syarcat Pendaftaran Tanah
Harsono ( 1999:473 ) menvatakan syaral-syarat pendaflaran tanah meliputi
data fisik dan datas yuridis.
= Diata fisik diantaranya:

1. peta dosar pendafiaran,

2. penctapan batas bidang-bidang tanah;

3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan petn
pendafiaran tanah;

4 dafiar iangh:

5. surat ukur

ad. | Peta dasar pendaftaran

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah
yang didafiar dijamin letaknva secara pasti, kurena dapat dikonstruks: di lapangan
seliap suat,
ad. 2 Penetapan batas bidang-bidang tanah

Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak vang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk yang
tertata dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya
ad.3 Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatar peta

pendafiaran tanah

Bidang-bidang tanah vang diukur selamputkan dipetakan dalam peta dasar
untuk bidang tanah vang fuas pememannyi dilakukan dengan carm membua peta
tersenchn dengan menggunakan data yang diambil dan peta dasar pendaftaran dan
hasil pengukuran batas tanah vang akan dipetakan.
ad 4 Dafiar mnah

Bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor
pendattarannya pada peta pendafiaran selanjutnya dibukukan dalam dafiar tanah
Daftar tanah dimaksudksn sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai
nomor bidang, lokasi dan penunjukkan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah
yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendafiaran untuk pertama
kal maupun pemeliharaannya untuk kemudian,
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ad 5 Surat ukur
Bidang-bidang tanah vang sudah diukur seria dipetakan dalam peta
pendaftaran dibuatkan surat ukur yang memuat data fisik vang diambil dari peta
pendafiaran dengan skala yang bisa berbeds
- Harsano (1999:477) menyatekan data yuridisnva terdiri atas:
|, hak-hak baru
2. hak-hak lama
ad. | Hak-hak baru
Pembuktian hak-hak baru denpan cara
a hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan penctapan
pembenan hak dan pejabat yang berwenang dan ashi akta PPAT vang
memis pemberian hak tersebut;
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penstapan  pembenan  hak
pengelolaan oleh pejabat vang berwenang,
¢. tannh wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf:
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akia pemisahan;
e pembenan hak wmpggungan dibuktikan dengan akin pemberian hak
tanggungan

ad 2 Hak-hak lama

Pembuktian hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-
hak lams data vunidisnva dibuktikan dengan alai-alat bukti mengenal adanya hak
ferscbut berupa  bukti tertulis, keterangan saksi dan atay permyataan yang
bersangkutan vang kadar kebenarannya oleh Panitia Addiknsi/Kepala Kantor
Pertanahan dianggapuukupmmidaﬂrmmdaﬁmfﬂk.mmgmghnh{hn
pihak-pihak lain yang membebaninya.

b. Tujuan Pendaftaran Tanah

Anyanto (Tanpa tahun:19) tujuan pendafiaran tanah antara lain-

| wmtuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain vang
terdaflar, agar dengan mudah dapat membuktiken dirinya sebagai
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pemegang hak vang bersangkutan. Untuk  jtelah pemepang haknya

diberikan sertipikat sebagai tanda buktinya,

uniuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk
penyajian data tersebut disclengparaksn oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten atau Kota, yang dikenal denpan Daftar Umum, vang terdin

atas peta pendafiaran, dafter tanah, surat ukur, buku tanah dan dafiar

nama;

3. unmiuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan Terselenggaranya
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan teriib
administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapal tertib administrasi
tersebut settap bidang tanah dan satuan rumah swsun, termasuk peralihan,
pembebanan dan hapusnya wajib didaftar

b

1.3.2 Pengertian Hak Atas Tanah
Peranginangin (1979:37) menyatakan hak atas tanah yartu hak yang
memben wewenang kepada yang empunva hak untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat dan tanah yang dihakinya,
Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: hak-hak atas
tanah schagar dimaksud dalam pasal 4 ayat (1):
a) hak milik:
b) hak puna-usaha;
e} hak guna-bangunan;
d) hak pakai;
¢) hak sews:
f} hak membuka tanah:
g) hak memungut hasil hutan:
fi) hak-hak lain yvang tidak termasuk dalam hak-hak tersebul di aias yang akan
ditetspkan dengan undang-undang serta hak-hak vang sifatnya sementara
scbaga yang disebutkan dalam pasal 53.

4. Terciptanya Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah yang ada dalam Hulum Tanah Nasional kita berasal
dan perubahan atau konversi dari hak-hak vang lama. Perubahan tersebut terjadi
karena hukum pada tanggal 24 September 1960 yaitu berdasarkan ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA
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aj

bl

d)

2]

Pada gans besamya ketentuan ini adalah schagai berikut

Hak FEigendom menjadi Hak milik, jika pemiliknya padas tangsal 24
September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal, Jike svarat tersebut
tidak dipenuhi, konversinya menjadi Hok Guna Bangunan, dengan jangka
winktu 20 tahun

Hak Milik Adat, Hak Agrarisch Fipendom, Hak Grant Sultan dan vang sejenis
menjadi Hak Milik, jiks pemiliknya pada tanggal 24 September 1960
berkewarganegarman Indonesia tunggal jika syarat tersebut tidak dipenuhi,
konversinya menjadi Hak Guna Usaha. kalan tanahnya merupakan tanah
pertanian dan menjadi Hak Guna Bangunan kalau tanahnva bukan tanah
pertanian, dengan berjangka wakiu 20 tahun

Hak Erfpacht untuk perkebunan besar menjadi Hak Guna Usaha, yang
berlangsung seluma-lamanya 20 tabun, untuk perumahan menjadi Hak Guna
Bangunan, yang berlangsung sclama sisa wakiunya, tetapi selam-lamanya 20
tehun

Hak-hak atas Tansh yang memben wewenang sehagaimana atau mirip dengan
hak pakai yang dimaksud dalam posal 41 avai(1) UUPA, menjadi Hak Paka,
vang memberi wewenarg dan kewajiban sebagaimana dipunyai oleh
pemegang haknya pada tanggal 24 September 1960 sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

Hak Gogolan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik, sedang vang tidak tetap
menjach Hak Pakai.

b. Hapusnya Hak Atas Tanah

al

)

¢)

€]

f

Hapusnya hak-hak utas tanah dapat terjadi karena:
hak-hak ats tanah yang berjangka waktu seperti Hak Guna Usaha. dan Hak
Guna Bangunan dengan berakhimya jangka waktu yang bersan ghutan haknva
menjadi hapus, jika tidak ada kemungkinon untuk dan tidak dimintakan
perpanjangan jangka waktu;
hak atas tsnah menjadi hapus jika dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela
oleh pemegany haknya;
hak atas tanah juge menjadi hapus, jika dibatalkan oleh pejabat yang
berwenang, sebapni sanksi terhadap tidak dipenuhinya pemegang hak vang
bersangkutan kewajiban tertentu atau dilanggarmya sesuatu larangan;
ada kemungkinan suatu hak atas tanah menjadi hapus karena hukum, yang
Juga disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau dilanggamya
suatu larangan;
hak atas tanah juga hapus karena pencabutan hak;
hak menjadi hapus kalau tanah yang bersangkutan musnah |

1.3.3 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Effendie (1993:33) menyatakan Peralihan Hak Atas Tanah adalah

beralihnya hak atas tanah dani pemilik hak atas tanah sebelumnya kepada pemilik
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vary melalu cara-cara yang telah diater dalam undang-undang, Kita ketahu
bahwa terdapat dua asas peralihan hak atas tanah vaitu: asas memo plus yuris dan
asas etikad baik

a. Pengertian Asas Memao Plus Yuris

Asas memo plus yuris adalah suaty asas peralihun hak atas tanah vang
melindungi pemilik sebenarnya dan tindakan omng lain vang memindshkan hak
ates tanah tanpa sepengetahuan pemilik hak atas tanah yang sebenarmya. Dalam
fzas ini pemegang hak yang schenamya adalah pemegang hak yang sejati. UUPA
menganut asas memo plus yuns dalam peralihan hak atas tanah karena megara
kita menganut Sistemn Pendaftaran Tanah Negatif'

b. Pengertian Asas Etikad Baik

Asas etikad baik adalah suatu asas yang melindungi orang yang dengan
ctikad baik memperoleh sesustu hak dari orang  vang disangkanya sabagai
pemegang hak yang sah Meskipun orang vang mengalihkan itu ternyata bukan
orang yang berhak, Dalam asas ini pemegang hak vang terdaftar dilindung
hukum sebagai pemegang hak vang sah dan tidak dapat dipanggu gugat Schingea
kepastian hukum dan pemegang hak yang terdaftar tefiamin, karena terdaftarnya
yang bersangkutan dalam daftar umum tidak dapat diganggu gugat walaupuin
oleh seseorang yang terbukti sebagar pemilik yang sebenarnya. Asas Etikad Baik
ini dianut oleh Negara vang menganut Sistem Pendsfiran Tanah Positif

¢. Tata cara Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah terdiri dari dua cara, yaitu:
1. Pewansan Tanpa Wasint .

Pewarisan tanpa wasiat terjadi jika pemegang hak atas tanah meninggal
dunia, karena hukum maka hak tanah beralih pada ahli warisnya. Sedangkan yang
mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris berapa bagian masing-masing dan
bagmimana pembagiannya, diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak
vang bersangkutan, bukan hukum tansh Hukum tanah hanya memberikan
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ketentuan mengenm penguoasaan mnah yang berasal daral warisan dan hal-hal
mengenai pembenan surat tanda bukt pemilikannyva olch para ahli waris.
2, Pemindahan Hak

Hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain
dengan bentuk pemindahan, antara lain:

Jual bels;

tukar-menukar:

hibah;

pembenian menurut adat

pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng™ dan
hibah-wasial atnw “legaar”

mo a0 TR

Perbuatan-perbuatan, dilakukan pada wakiu pemegang haknya masih
hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak vang bersifal tuna,
kecuali hibah-wasist. Maksud dari perbuatan itu bahwa dengan dilakukannya
perbuatan hukum, hak atas tanah vang bersangkutan berpindah kepada pihak lain,
Dalam hibah-wasiat hak ates tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima
wasigl pada sanl pemegang haknya meninggal dunia,

Jual-bely, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat dan pemasukan
dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah wasiat dilakukan oleh para
mhak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat akianya.
Dengan dilakukannya perbuatan hukum atas tansh vang bersangkutan di hadapan
PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap) vang
dilakukan secara sembunyi-sembuny:. Akta yung ditandatangani para pihak
menunjukkan secara nyvata atau riil perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan.
Dengan demikian ketiga sifar jual-beli, yaitu tunai, terang dan nil, dipenuli, Akta
terscbut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum vang
bersangkutan. Karena perbuatan hukum vang dilakukan merupakan perbuatan
hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara iraplicit juga membuktikan,
bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru, Tetapi hal ity
baru diketahw oleh dan karenanya juga baru mengikal pars pihak dan ahli
warisnya karena administrasi PPAT sifatnva tertutup bagi umum.
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Lhalam hal hibah-wasial hak atas tanah vang bersanpkuan beralih kepada
penerima wasiat pada saat pemben wasiat meninggal dumia. Hal itu baru diketahui
oleh para pihak vang bersangkutan,

Untuk memperoleh sorat bukti vang lelh kuat dan lebih luas daya
pembukttannyn  pemindahan haknya didaftarkan pads Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota, untuk dicatal pada buku tanah dan sertifikat hak wvang
bersanghkutan. Dengan dicatatnyva hak tersebut pada seripikat haknya, diperoleh
sural tanda bukti yang kuat Demikian dinyatakan dalam pasal 23, 32, dan 38 PP
No, 24 Tahun 1997 Karena sdmimstras) pendafiaran tanah vang ada di Kantor
Pertanahan Kabupslen/Kota mempunya sifat terbuka bagi umum, sehingga
dengan dicatatnya pemundahan hak tersebul pada buku-tanah haknya, maka
bukan hanya yang memindahkan hak dan ahhi wansnya saja yang mengetahui
tetapi pihak ketigapun dianggap mengetahui, bahwa penerima hak adalab
pemegang hak yang baru
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4.1 Kesimpulan

BAB IV
KRESIMPULAN

Dan uraian tersebut di atas maka penulis dapat menank kesimpulan, antara

lain sebagai berikut:

Pkt

bahwa pemenntah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berusaha
urluk melaksanakan asas memo plus yuns dalam pendafiaran peralihan hak atas
tanah dengan cara melakukan penclitian obyck tanah yang diminiakan
pendafiaran untuk mengetahud status perolehan tanah tersebut. Selain itu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupatan Jember juga mengeluarkan Surat Edaran yang
ditujukan kepada para PPAT di Jember yaitu Surat Sdaran Nomor 640 353 4-
2647 tertanggal 14 September 2001 vang isinva himbauan kepada PPAT untuk
mencantumkan status harta asal atau harta bersama dan orang yang minta
dibuatkan akta dalam komparisi;

bahwa mhak yang berhak atas tanah yang sebennrnya skan kehilangan haknys
vang lelah dialihkan kepada orang lain oleh orang yvang sebenamya tidak berhak
dan Kepala Kamor Pertanahan Kabupaten Jember dapat menclak permohonan
pendafiaran peralihan hak atas tacah apabila dokumen-dokumen vang diperlukan
tidek lengkap, tanah dalam sengketa dan lainnyva dengan memberikan sural
tertulis yang disertiy alasan-alasan  ditolaknya  permobonan  terschut kepada
pemohon dan tembusannya kepada PPAT vang bersangkutan,

bahwa dalam pelaksanaan peralthan hak atas tanah yang menganut asas memo
plus yuris terdapat faktor pendorong yaitu pemegang hak yang schenarnya
merupakan pemegang hak sejan vang selalu dapat menuntut haknya kembali yang
dialihkan tanpa scpengetahuannya. Selain itu proses pendafiarannya cepat,
mudah, dan murah. Sedang fakwor pepghambatnva adalah tidak sdanys
perlindungan terhadap orang yang mencnma pengalihan hak atas tanah dan

24
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sescorang vang terdaftar, pemenntab tidak menjamin kebenaran dari isi daftar
umum, tidek adanya peran akuf dari Pejabat Balik Nama Tanah dan tidak adanya
peraturan yang mengaturnya secara jelas,

4.2 Saran
Dan uraian tersebut di atas maka saran-saran yang dapat penulis berikan
adalah sebagai berikut

1. Pemerintah dalam im Kantor Penanahan Kabupaten Jember harus mengupayakan
pelaksanaan asas memo plus vuns ni secara menvelureh kepada seluruh
masyarakat sehingga masyarakal-masyarakat yang awam terhadap hukum tidak
tertipu;

2 sebelum melakukan penolakan pendaftaran peralihan Kepala Pertanahan
seharusnya meneliti dulu secara cermat kekurangan-kekurangan vang belum
dipenuhi olch pemohon sehingga pemohon bisa melengkapinya dengan mudsh
dan mengajukan pendafiaran lng:

3 sebaiknya denpan adanya faktor pendorong ini Kantor Pertanahan bisa lebih
memngkatriva kinerjanya dalam melayam masyarakat, dengan tidak memberikan
Jjangka wakiu yang lama dalam pendaftaran peraliban hak atas tanah
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